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ABSTRAK
Analisis Prospek Penerapan One Village One Product ( OVOP ) Dalam
Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang

H. Mas’ud Nawawi
Universitas Terbuka
masudmap@yahoo.com

Kata Kunci : Pendekatan OVOP, IKM

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetalmi dan menganalisis
tingkat prospek penerapan Ovop dalam pengembangan industri kecil dan menengah,
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi untuk mendukung dan menghambat
penerapannya serta merancang model kebijakan seperti‘apa yang paling tepat untuk
Penerapan Ovop dalam pengembangan industri kecii dan menengah di Kabupaten
Sintang. Untuk dapat mencapai tujuan penelitiaii~tesebut, penulis menggunakan
desain penelitian deskriptif dengan pendekatan’ kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah DPRD, Pemerintah’ Dacrah, tokoh masyarakat serta pelaku
industri kecil dan menengah dengan mengunakan purposif sampling dan snowball
sampling.

Sebagai kesimpulan, pepelitidr ini membuktikan bahwa penerapan Ovop
dalam pengembangan industri ‘kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sintang
memiliki prospek yang baik”melalai beberapa parameter, yaitu potensi dukungan
ketersediaan sumber daya, potensi kebutuhan pasar, potensi penciptaaan lapangan
kerja dan potensi terhadap multipler effect. Adapun locus sentra penerapan OVOP
dalam pengembangan/TKM di Kabupaten Sintang saat ini lebih tepat berada di
kecamatan. Mengenai jenis produk unggulan yang dominan di Kabupaten Sintang
sebagai perwujudan pendekatan OVOP yaitu industri pengolahan makanan, industri
kerajinan dan industri pengolahan kayu,

Faktoi-faktor yang berpotensi untuk mendukung penerapan Ovop dalam
pengembangan industri kecil dan menengah di locus penelitian adalah adanya
komitmen dan sekaligus keberpihakan Pemerintah Daerah, faktor kesesuaian potensi
sumberdaya alam cukup besar, faktor masyarakat sebagai potensi SDM, faktor
tersedianya peluang pasar cukup baik dan faktor tersedianya kelompok usaha sosial
masyarakat dalam mendukung penerapan OVOP dalam pengembangan IKM..
Sedangkan faktor-faktor yang berpotensi untuk menghambat yaitu permodalan,
teknologi dan dukungan infrastruktur dasar. Adapun Model kebijakan yang paling
tepat (fisibel) untuk Penerapan Ovop dalam pengembangan industri kecil dan
menengah di Kabupaten Sintang adalah model kebijakan yang bersifat kemitraan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf
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Basically, this research is conducted in general to-kiiow and analyze the level
of implementztion of Ovop prospects in the development” of small and medium
industries, to identify the factors which has the poteritial to support and prevent the
implementation of Ovop in the development ©f ‘small and medium industries to
design and model policies such as what th¢ most appropriate for implementation
Ovop in the development of small and medium iridustries in the District Sintang.

To be able to achieve tesebut research; the author uses descriptive research
design with a qualitative approach. SourcCes of data in this research is the DPRD, The
Head and the Head of the Village Sopiety and the community leaders of industry and
small and medium The samplirig.techniques that used in this research is purposively
sampling and snowball sampling,

Factors that potential'to support the implementation Ovop in the development
of small and mediumindustries in the District Sintang is the commitment and
keberpihakan Local{ Goyernment District Sintang, the fitness potential of natural
resources is quite \large, community factors as potential human resources, the
availability factor market opportunity is quite good and availability of factors of
social groups-in» the community to support the implementation of OVOP in the
development) of 'HPI in the District Sintang. While the factors that hamper the
potential to-support the capital is still weak, the support of appropriate technology in
order for the HPI is still very low and support the basic infrastructure of the HPI in
Sintang District is also still very weak.

The model policy is most appropriate (fisibel) for the implementation of Ovop
in the development of small and medium industries in the District Sintang is a model
of a partnership policy. Model of this policy to provide equal space to the rights,
obligations and roles of local government in the HPI Sintang District in the
development of HPI. Than the government as regulator and motivator, but also
provide capital injection and builds the application of the technology so that the
activities of HPI can be run more optimally. Meanwhile, as a community to
implement the HPI HPI activity itself.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi prima dalam ilmu administrasi
negara (Thoha, 1993: 51). Dengan demikian, kebijakan publik pada dasarnya sebuah
kajian utama/pokok yang masuk dalam lingkup disiplin ilmu administrasi negara.
Batasan kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh-para-zhli, salah satunya
adalah Hugh Heglo. Menurut Heglo (Abidin, 2002: 19), kebijakan publik adalah
suatu tindakan yang bermaksud untuk tujuan tertentu. Definisi Huglo ini kemudian
diuraikan lebih lanjut oleh Jones (Abidin, 2002: 19); dalam kaitannya dengan beberapa
isi dari kebijakan sebagai berikut, Pertama tujuan. Artinya, tujuan yang hendak
dicapai, bukan sekedar diinginkan saja;Kedua; rencana, yang merupakan alat atau cara
tertentu untuk mencapainya. Ketiga; pogram yaitu cara tertentu yang telah mendapat
persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud. Keempat; keputusan,
yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan
menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima; dampak,
yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Merujuk pada pemahaman kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat

beberapa komponen pokok dalam konsep kebijakan publik, yakni tujuan, rencana,
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program, keputusan dan dampak. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi
secara intensif sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil
kompromi seluruh aktor kebijakan yang terlibat.

Dalam studi kebijakan, salah satu aspek yang cukup penting untuk dipahami
adalah proses kebijakan publik. Menurut Nicholas Hendry (Kismartini et al 2008:
1.38) mempelajari kebijakan publik juga dapat dilihat dari sudut proses. Artinya,
dalam proses kebijakan publik akan diketahui bagaimana tahapan yang harus dilalui
sehingga kebijakan tersebut tercipta dan membawa hasil yang diinginkan. Salah satu
tahapan dalam proses kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Membuat atau
merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa-perafiran/peraturan daerah,
bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat
banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan
kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/peraturan’ dibuat bukan untuk kepentingan politis
(misalnya guna mempertahankan stdtus, guo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk
meningkatkan kesejahteraan lidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy,
1997: 22). Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan,
Charles Lindblom(Wahab 1997: 16), menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan
negara (public-policy-making) itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang
amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhiri, dan
batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian
kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan

negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Pada pemikiran yang
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lain, Raymond Bouer (Wahab, 1997: 16) merumuskan pembuatan kebijakan negara
sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output-output
politik. Sedangkan Don K. Price (dalam Abdul Wahab, 1997:17), menyebutkan bahwa
proses pembuatan kebijaksanaan yang bertanggung jawab ialah proses yang
melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin
organisasi profesional, para administrator dan para politisi. Melalui proses pembuatan
keputusanlah, komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan
abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan »-masyarakat,
diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih
spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit (Amitai Etzioni,
dalam Wahab, 1997:17). Selanjutnya Chief J., Qs Udoji (Wahab, 1997: 17)
merumuskan pembuatan Kebijaksanaan negara-sebaga
Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian
masalah, pernmusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah
dalam bentuk tuntutar-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan
tersebut ke dalam siStem-politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi
atau legitimasi ,dati arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan
pelaksanaan/implefmentasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan
balik).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa perumusan
kebijakan publik bukanlah suatu pekerjaaan yang mudah. Dituntut berbagai pra
kondisi yang harus dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan publik agar perumusan

kebijakan publik dapat berjalan lancar. Selain itu, siapa yang berpartisipasi dan apa
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peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur

pengambilan keputusan yang tersedia.

Adapun langkah-langkah perumusan kebijakan, menurut Islamy (1997: 77)
adalah; (1) perumusan masalah kebijakan negara; (2) proses memasukkan masalah
kebijakan negara ke dalam agenda pemerintah; ( 3) perumusan usulan kebijakan
negara; (4) proses legitimasi kebijakan negara; (5) pelaksanaan kebijakan negara dan

6) penilaian kebijakan negara.

Proses perumusan kebijakan pada intinya adalah suatu tindakan dan interaksi
dilingkungan stakeholders yang menghasilkan output dalaim béntuk kebijakan.
Stakeholders terdiri dari; policy makers, programme ‘sponsors, target participant,
programme management (koordinator program pada tingkat manejer), programme
staff (mereka yang membantu di lapangan),” eyaluators, programme competitors,
contextual stakeholders (orang-orang, yang 'secara kontekstual berkepentingan) dan
evaluation community (masyarakat/ yang berhubungan dengan kebijakan itu)

Untuk menggambarkdn interaksi atau tindakan-tindakan dalam proses
perumusan kebijakan publik terdapat sejumlah model. Pemahaman model disini lebih
mengarah pada riodel Konseptual. Model dapat diartikan sebagai bentuk abtraksi suatu
kenyataan (Thoha, 1984:82). Menurut Thomas R. Dye (Wahab, 1990: 49) ada
beberapa model pembuatan kebijakan yaitu (1) model kelembagaan, (2) model
kelompok, (3) model elit, (4) model rasional, (5) model inkremental dan (6) model

sistem. Kemudian Yehezkel Dror (Islamy 1997; 35) mengetengahkan tujuh macam
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perumusan keputusan walaupun banyak persamaan dengan model yang dikembangkan
R. Dye. Model menurut Dror yaitu (1) Pure rationality model, (2) economically
rational model, (3) sequential decision model, (4) incrementality model, (5) Satisfling
model, (6) extrarational model, (7) optimal model. Disamping itu masih ada beberapa
macam pendekatan dari sudut hasil atau efek yaitu masing-masing model rational

comprehensive dan model mixed-scanning (gabungan atau keputusan hibrida).

Dalam menentukan pilihan model yang akan dipakai, ada 2 (dua) hal yang
perlu diperhatikan menurut Nugroho (2002: 387) yaitu kompleksitas isu atau
permasalahan dan ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia dan
ketersediaan waktu. Dua hal ini akan sangat menentukan model mana yang akan

diprioritaskan sebagai model kunci atau model utama.

2. Model kebijakan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan masyarakat yang disebut
Community Development (€D). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring
interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung
pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (Lubis,
2006). CD adalah bekerja bersama masyarakat schingga mereka dapat mendefinisikan
dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya
sendiri dalam proses pengambilan keputusan (Standing Conference for Community

Development, 2001). Dalam konsep CD, masyarakat ditempatkan pada posisi pelaku
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utama, sedangkan pemerintah daerah memposisikan sebagai fasilisator. Dengan
demikian mengedepankan CD merupakan strategi yang mengsinergikan potensi dan
sumber-sumber baik dalam SDM maupun SDA dari masyarakat. Hal tersebut sejalan
dengan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat
pembangunan. Oleh karena itu model pemberdayaan sebaiknya dikembangkan dan
dirangcang oleh pemerintah maupun masyarakat yang memiliki komitmen untuk
meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dalam aspek
pemenuhan kebutuhan sosial dasar, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan (Dasuki.

2006).

Dalam pandangan Sulistiyani (2004; 24) pemikiran inovatif tentang bagaimana
melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat \dikaji dari beberapa perspektif.
Pertama, tentang pentahapan pemberdayaan. yang mencakup knowledge, attitude and
practice, yang dijelaskan melalui indikator psikologis dan pendidikan yaitu meliputi
aspek afektif, kognitif, psikemotorik dan konatif. Kedua, untuk melakukan
pemberdayaan yang efektif headaknya disertai dengan model membangun kapital yang
tepat dengan memperhitungkan stratifikasi sosial. Model stratifikasi sosial feodal,
transisional dan égaliter dapat menentukan proses aliran dana dan pengorganisasian
kelompok pemberdayaan, dengan tekanan kekuasaan yang berbeda atau merata antar
kelompok. Ketiga, peran agen pembaharu dalam pemberdayaan sangat penting. Untuk
mengoptimalkan peran dan kontribusi mereka diperlukan pemberdayaan agen

pembaharu.
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Dalam pandangan Nur Effendi (2006) perubahan ke arah pemberdayaan
masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menyangkut beberapa dimensi.

Dimensi yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan antara lain :

a. Personal, mengembangkan kepekaan dan kepercayaan diri serta kemampuan
untuk memunculkan sikap kesadaran dalam diri.

b. Relasional, mengembangkan kemampuan untuk melakukan negosiasi dan
mempengaruhi sifat saling hubungan dalam proses pengambilan keputusan.

c. Kolektif, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dampaknya lebih luas
(bermanfaat) dari pada dikerjakan sendiri. Mencakup ketetlibatan dalam struktur
politik tetapi juga mencakup tindakan kolektif yag(didasarkan pada kerjasama

daripada kompetisi.

Dalam konteks kebijakan publik, konsep pemberdayaan masyarakat harus
dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan model-model kebijakan sehingga
tercipta pola hubungan yang, Sinergis antara pemerintah dan stakholders lainya
terutama masyarakat yang-akan mejadi target group dari kebijakan yang disusun oleh
pemerintah, Dalam'\pengembangan dan aktualisasi konsep pemberdayaan masyarakat
di era otonomi daerah, model-model kebijakan berguna dan penting. Dimensi-dimensi
yang paling penting dan model-model kebijakan adalah tujuan (deskriptif lawan
normatif), bentuk ekspresi (verbal, simbolis, prosedural), dan asumsi-asumsi

metodologis (pengganti lawan perspektif).
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Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa model
kebijakan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dilihat dari tingkatan peran dan
kontribusi sumber daya. Adapun model kebijakan tersebut terbagi mejadi 3 model,
yaitu ; model non intervensi, model intervensi, model kemitraan. Pada model non
intervensi, peran dan kontribusi sumber daya dari pemerintah sangat rendah terhadap
upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah hanya mendorong dan memberikan
motivasi kepada masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Model
intervensi mengarah pada dominannya peran dan kontribusi sumber daya dari
pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran kebijakan hanya menerima apa yang'sudah direncanakan oleh
pemerintah dan segala sumber daya yang diperlukard bersumber dari pemerintah.
Sedangkan model kemitraan mengarah pada pembagian yang seimbang dan sekaligus
sinergis dari peran dan kotribusi sumber daya‘antara pemerintah dan masyarakat dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat saling
berbagi tugas dan kewajiban yang proporsional baik peran maupun kontribusi sumber

daya dalam kegiatan pemmiberdayaan masyarakat.

3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Salah satu dimensi perencanaan yang memiliki peran penting dalam
penyelenggaraan pembangunan adalah perencanaan wilayah. Menurut Tarigan (2005:
32) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk

pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah
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tersebut. Perencanaan wilayah sangat diperlukan karena memiliki beberapa arti penting
seperti yang dijelaskan oleh Tarigan ((2005: 32) sebagai berikut :

a. Banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi
diperbanyak atau diperbaharui.

b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.

c. Keberadaan lahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menopang
kehidupannya.

d. Tatanan wilayah yang ada pada dasarnya mempengaruhi>kepribadian
masyarakat.

e. Potensi wilayah berupa pemberian alam mauypuii hasil karya manusia
merupakan asset yang harus dimanfatkan sebesar-besarya untuk kemakmuran
masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan, wilayah, terdapat dua pendekatan yang
dipergunakan, yaitu pendekatan seKtoral dan pendekatan regional. Tujuan akhir dari
dua pendekatan ini pada dasarnya sama, meskipun berbeda dalam fokusnya (Tarigan
2005: 35). Pendekatan .sektoral memfokuskan diri pada pemahaman bahwa seluruh
kegiatan ekonomi ‘dalam suatu wilayah dikelompokkan atas sektor-sektor. Caranya
adalah masing-masing sektor dibreak down ke dalam kelompok-kelompok yang
dipilah menurut sifatnya. Masing-masing kelompok kemudian di bagi lagi menjadi
subsektor-subsektor yang didalamnya memiliki komoditas tertentu. Dengan demikian,
pendekatan sektor melihat perencanaan wilayah dengan basis pada pengembangan

komoditas yang ada dalam suatu wilayah tertentu baik itu ruang wilayah bernama
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kabupaten, kecamatan ataupun desa. Sedangkan pendekatan regional memfokuskan
diri pada pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dianalisis berdasarkan ketersediaan
ruang (spasial). Dalam pendekatan regional selain fokus pada penggunaan ruang untuk
kegiatan produksifjasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan serta
memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi yang kemudian
ditindaklanjuti dengan rencana jaringan-jaringan penghubung schingga berbagai

konsentrasi dapat dihubungkan secara efisien.

4. Konsep One Village One product (OVOP)

Konsep One Village One product (OVOP) pada ‘dasamya terkait dengan
perencanaan wilayah dalam rangka pengembangan ‘€konomi suatu wilayah. OVOP
mengunakan sinergi antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional dalam
pengembangan ekonomi suatu wilayah.\/Menurut sejarahnya, konsep OVOP
dikembangkan oleh salah seorang gubemur di Jepang yaitu Morihiko Hiramatsu di
tahun 1980-an. Munculnya konsep ini terkait dengan kondisi di tahun 1980-an bahwa
secara nasional Jepang-.mengalami masa pertumbuhan yang pesat. Namun
pertumbuhan itu terpusat di Tokyo, akibatnya terjadi kesenjangan dengan daerah kian
meluas. Ada 3 Prinsip dalam OVOP. (1) lokal tetapi global. Jika budaya yang berciri
khas lokal diasah, akan menjadi sesuatu yang dapat diandalkan secara global. Dengan
menggali dan mengasah produk dan sumber daya yang dimiliki, akan menjadi
komoditas yang dapat diandalkan di panggung internasional. (2) swadaya, mandiri,

dan orisinalitas/integritas. Pada prinsipnya, OVOP merupakan gerakan swadaya yang
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diprakarsai masyarakat. Apa yang dijadikan komoditas OVOP ditentukan oleh
penduduk setempat. Pemerintah hanya memberi dukungan di bidang teknis dan
mendorong pemasaran. (3) Pengembangan SDM, yaitu membina dan mengembangkan
SDM yang dapat menghadapi tantangan baru di berbagai bidang.

Pengertian Satu Desa Satu Product atau One Village One Product seperti yang
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 78/M-IND/PER/9/2007
Tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Indutsri Kecil Dan Menengah Melalui
Pendekatan OVOP Di Sentra adalah suatu pendekatan pengembangan, potensi daerah
di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah
dengan memanfatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud dapat
diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun. Kesatuan wilayah lainnya
sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ckonomis. Tujuan OVOP adalah untuk
menggali dan mempromosikan produk inovatif“dan kreatif lokal, dari sumber daya
yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan, memiliki\image dan daya saing yang tinggi.

Kriteria produk OVOP meliputi : 1. Produk unggulan daerah dan/atau produk
kompetensi inti daerah; 2. Unik khas budaya dan keaslian lokal; 3. Berpotensi pasar
domestik dan ekspor; 4. Bermutu dan berpenampilan baik; 5. Diproduksi secara

kontinyu dan konsisten.

Dalam rangka pelaksaaan otonomi daerah, Pemerintah daerah tidak memiliki

kemampuan untuk bisa mengurus dan memprioritaskan semua sektor di daerahnya
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sebagai unggulan. Keterbatasan dukungan sumber daya finansial maupun kapasitas
pelaksanaan birokrasi mengharuskan adanya suatu pilihan utama, dengan berbagai
sektor lainnya sebagai pendukung. Oleh karena itu, pemilihan sektor unggulan menjadi
penting, tidak semata-mata untuk tampil beda menurut ragam karakteristik daerah,

tetapi terutama menjadi strategi akselerasi pembangunan lokal itu sendiri.

Dalam pemahaman Robert Endi Jaweng (2007) dalam identifikasi sektor unggulan
daerah yang berbais OVOP terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan,

yaitu :

a. Keterkaitannya dengan stage of development suatu daerali. Sektor unggulan harus
sesuai dan menjadi bagian dari struktur perekon@miian yang ada, yakni produksi
primer, industrialisasi dan jasa/perdagangan:. Mengunggulkan sektor kehutanan di
daerah jasa pariwisata seperti Bali, misalaya, jelas menunjukkan diskoneksi yang
berlebihan.

b. Keterkaitan antarsektor. Sektdr unggulan yang memiliki keterkaitan tinggi dengan
sektor lain, baik sektor\hilir atau penyedia input (backward linkages) maupun
sektor hulu atau. pemakai owtput (forward linkages) akan berpeluang besar
mendinamisasi -perckonomian secara keseluruhan. Perkembangan dalam sektor
unggulan akan menarik dan mendorong gerak maju pada sektor lainnya.

c. Menyumbang nilai tambah tinggi dalam sektor atau bahkan dalam struktur
ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian sektor unggulan menjadi prime

mover untuk pertumbuhan ekonomi.
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d. Menyerap tenaga Kerja banyak yang bisa membuka peluang dan lapangan kerja
bagi penduduk setempat.

e. Daya dukung SDM dan teknologi, terutama untuk sektor industri yang
membutuhkan suplai dan kualitas memadai.

f. Pertimbangan strategis non ekonomi, seperti konteks budaya, misi keamanan, atau
kebijakan negara, seperti kebijakan penetapan beras sebagai pangan nasional di

Indonesia sehingga hampir semua daerah menanam padi.

5. Industri Kecil Dan Memengah

Perubahan tatanan perekonomian dunia ditandai oich globalisasi yang
tidak lagi mengenal batas wilayah atau negara ‘ddn,munculnya kecenderungan
pembentukan preferensi perdagangan antar n€gara sekawasan. Pada era globalisasi
yang sedang bergulir, tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi dari dunia usaha
termasuk dunia industri. Dalam erd_pasar bebas, tidak satupun negara yang mampu
menghentikan lajunya arus barang dan jasa dari manca negara ke pasar domestik.
Indonesia sebagai negara~dengan penduduk kelima terbesar di dunia, dengan tingkat
pertumbuhan ekoriemi yang cukup tinggi (sebelum krisis), pasti akan menjadi
alternatif pasar yang menarik bagi barang dan jasa negara-negara maju maupun

kawasan Asia sendiri.

Khususnya di dunia industri, hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa

produk industri harus mempunyai keunggulan kompetitif sekaligus komparatif
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untuk dapat ikut bersaing dengan produk luar negeri, baik di pasar domestik maupun
luar negeri. Sebaliknya apabila produk industri tidak mempunyai keunggulan-
keunggulan seperti tersebut diatas, lambat atau cepat dunia usaha industri akan

tergilas oleh globalisasi tersebut.

Para ekonom menyebutkan adanya lima keadaan yang memungkinkan industri
kecil bertahan terhadap persaingan yang datang dari industri besar (World Bank Staff
Working Paper, dalam Nurhajati, 2003). Perfama, industri kecil tersebut bergerak
dalam pasar yang terpecah-pecah (fragmented market). Dalam pasar yang demikian,
fencmena skala ekonomi tidak terlalu penting, sehingga keuntungan yang diperoleh
dari skala usaha tidaklah menonjol. Pasar semacam ini memiliki segmen-segmen
konsumen yang sangat bervariasi. Kedua, industri kecil' menghasilkan produk-produk
dengan karakteristik elastisitas pendapatan hegatif, artinya jika terjadi kenaikan
pendapatan masyarakat, permintaan «terhadap produk- produk tersebut cenderung
turun, bukan sebaliknya. Ketiga) industri kecil mempunyai tingkat heterogenitas
teknologi yang bisa digunakan. Déngan heterogenitas teknologi yang ada, usaha kecil
dapat menghasilkan produk” yang merupakan salah satu determinan terpenting
untuk kelangsunigan ~hidup usaha kecil. Keempat, industri kecil tergabung dalam
suatu aglomerasi sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif, misalnya dalam
pembelian bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja terampil dan dalam hal pemasaran.

Kelima, industri kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-
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produk usaha kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak

terjangkau oleh inovasi produk-produk usaha berskala besar.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan
ini memandang penting keberadaan IKM (Berry, et al, dalam Barata, 2003). Pertama
karena kinerja IKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang
produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, IKM sering mencapai
peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan tekhnologi. Ketiga,
karena diyakini bahwa IKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada
usaha besar. Kuncoro (dalam Barata, 2003) juga menyebutkati.bahwa industri kecil
dan menengah di Indonesia telah memainkan peran peitisig-dalam menyerap tenaga

kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Konsep industri seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 adalah™ kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang sétengahjadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi unituk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri, Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa lingkup dari
kegiatan industri méncakup 3 hal besar, yaitu pengolahan bahan menjadi memiliki

nilai lebih tinggi, rancang bangun dan perekayasaan industri.
Dilihat dari tingkatannya, terdapat industri kecil dan industri memengah.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 yang
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dimaksud dengan industri kecil adalah kegiatan industri dengan nilai investasi
perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan industri memengah adalah
kegiatan industri dengan nilai invstasi perusahaan di atas Rp. 200.000.000, sampaai
dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha.

Adapun industri Kecil pada dasarnya masuk dalam kategori batasan usaha
kecil. Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Industri Kecil
didefinisikan sebagai “Industri Kecil adzalah kegiatan ekonomi‘yang dilakukan oleh
perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, Bertujuan untuk memproduksi
barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara kommersidl;, yang mempunyai kekayaan
bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar
Rp.l milyar atau kurang. Klasifikasi, batasan mengenai skala usaha menurut BPS

yaitu ;

1. Industri dan Dagang Mikro (ID-Mikro) : 1 — 4 orang
2. Industri dan Dagang Kecil (ID-Kecil) : 5 — 19 orang.
3. Industri dan Dagang Menengah : 20 — 99 orang.
4. Industri dan Dagang Besar (ID-Besar) : 100 orang ke atas.
Sebagai suatu bagian dari kegiatan ekonomi, IKM perlu dianalisis terkait

dengan aspek yang melingkupinya. Dengan merujuk pada konsep Rencana Induk
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Pengembangan Industri Kecil Menengah 20022004 dapat dijelaskan analisis berbagai
aspek mempengaruhi IKM sebagai berikut :
a, Kekuatan

1) IKM merupakan segmen industri yang dapat dijadikan wahana (medium) dan
tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi penciptaan wirausaha baru,
karena merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang
baru memulai berwirausaha.

2) IKM mempunyai karakteristik keluasan daya tampung yang-.besar bagi
perwujudan aspirasi ekonomis bagi masyarakat luas ‘untuk memperoleh
penghidupan, khususnya yang tergolong berpendapatan rendah dan menengah.

3) IKM mempunyai fleksibilitas dan ketahanan, yarg tinggi dalam mengantisipasi
dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan/perkembangan pasar,
karena diuntungkan oleh dominannya tumpuan pasar domestik (khususnya
produk-produk barang kofisumsi~ tradisional), serta kuatnya akar pada
penggunaan input sumberdaya dalam negeri.

4) Tidak gampang tertembusnya pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari
impor (barriers ‘to entry secara alamiah cukup kuat) karena tingkat
kecanggihan- teknologi yang digunakan rendah (teknologi sederhana sampai

madya) dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi.
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b. Kelemahan
1) Kelemahan Utama

a. Produk-produk IKM kebanyakan masih belum mempunyai daya tembus ke
pasar dunia/ekspor.

b. SDM yang terlibat dalam usaha IKM belum banyak yang berkualifikasi
andal dan profesional, utamanya pula di bidang kewirausahaan. Pengusaha-
pengusaha IKM pada umumnya masih belum mampu memenuhi
permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang
besar, delivery cepat dan tepat waktu.

¢. Penguasaan teknologi produksi dan produk serta.wawasan orientasi mutu
pada sebagian besar pelaku IKM masih terbétas dan belum maju, termasuk
daya inovasinya. Teknologi produksi-yang digunakan kebanyakan masih
tergolong sederhana/tradisional,

d. Kemampuan dan agresivitas.mengakses pasar para pengusaha IKM masih
terbatas.

e. Kemampuan permoddlan masih terbatas, dan kemampuan mengakses
sumber-stmber ~“dana/permodalan juga terbatas, antara lain tertumbuk
masalah kolateral, biaya konsultansi, biaya promosi penjualan (pameran,
brosur, biaya pengujian mutu, pengiriman sampel dsb.), yang diperparah
pula dengan belum konsistennya keberpihakan sektor keuangan dan

perbankan kepada pengembangan IKM.
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2) Kelemahan Lain
a. Masih terbatasnya institusi pemasaran yang efektif dan fasilitas pendukung

lain bagi produk-produk IKM.

b. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk mendinamisasi
dan memajukan IKM.

c. Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan mengenai HaKl,
sehingga para pelaku IKM belum terobsesi untuk melakukan inovasi
teknologi dan sistem manajemen untuk membangun | “keunggulan
kompetitif.

d. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan semangat
keterpaduan  berbagai pihak/pembuat , keputusan kebijakan dalam
pengembangan IKM.

e. Belum satunya persepsi mengenai batasan IKM/UKM di berbagai instansi
dan masyarakat.

¢. Pelnang

1) Tingginya dukungan-politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk
dikembangkannya IKM.

2) Masih potensialnya ketersediaan sumberdaya alam dan kekayaan seni budaya
tradisional di tiap daerah yang belum didayagunakan secara optimal untuk
mengembangkan IKM.

3) Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih belum

terdayagunakan secara produktif.
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4) Potensialnya peluang pasar di dalam negeri yang kebutuhannya akan produk-
produk barang hasil IKM masih belum terpenuhi.

5) Akan lebih terbuka luasnya peluang pasar ekspor, paling tidak akan lebih
mudahnya akses pasar ke kawasan Asia Tenggara dalam rangka AFTA, serta
ekspor ke kawasan non-ASEAN lainnya.

6) Munculnya teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi (ICT) yang
sangat menunjang dinamisasi kegiatan bisnis, termasuk menunjang
kemampuan untuk akses pasar secara cepat.

d. Ancaman

1) Persaingan dari produk-produk IKM yang berasal dan impor akan semakin
tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya dalu lintas perdagangan lintas
batas sebagai konsekwensi dari globalisasi~ dan liberalisasi ekonomi,
sebagaimana dihadapi sesuai dengan Konmiitmen terhadap ketentuan WTO.
Ancaman terdekat apabila kurang.siap adalah pasar bebas ASEAN (AFTA).

2) Kelemahan pengaturan. dad penegakan hukum dapat mengancam semakin
terdesaknya IKM oleh usaha besar yang secara agresif dapat memasuki wilayah
usaha yang sépantasnya diperuntukkan bagi UKM.

3) Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kwalitas dan
keandalan produk-produk IKM dalam negeri.

4) Kekurangmampuan IKM memenuhi tuntutan konsumen akan mutu produk
yang semakin tinggi, yang pada umumnya dibandingkan dengan mutu produk

sejenis dari buatan luar negeri.
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e. Hambatan dan Tantangan

1) Hambatan

Selain hambatan intern berupa kelemahan, hambatan ekstern bagi pelaku IKM yang

perlu dikemukakan antara lain adalah :

a) Sulitnya memperoleh pendanaan usaha, sebagai akibat dari persyaratan
perbankan yang kebanyakan sulit dipenuhi oleh pengusaha IKM serta
mekanisme penjaminan kredit yang belum berjalan baik. Di samping itu
perusahaan-perusahaan perbankan sebagai unit usaha menariggung risiko
terlalu besar tanpa ikut ditanggung oleh pemerintah.

b) Belum meluasnya sikap keberpihakan konsumen dalam’ negeri untuk lebih
memilih produk dalam negeri.

¢) Banyak aparat pemerintah lebih melancarkan urusan perusahaan besar daripada
perusahaan IKM.

d) Belum meluasnya dukungan/infrastruktur yang memadai bagi sentra-sentra
produksi IKM (lahan/kawasan industri, jalan akses, listrik, komunikasi,
pengolahan limbah;-laboratorium pengujian mutu, dsb).

e) Ketentuan di\negara tujuan ekspor sering menyulitkan pengekspor produk
IKM.

f) Belum lengkapnya pengaturan oleh pemerintah yang menunjang,
memudahkan, meringankan dan memperlancar urusan pengusaha IKM, antara

lain sistim insentif, tarif-tarif khusus, persyaratan-persyaratan lebih mudah,
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subsidi dan bantuan teknik, perlindungan terhadap kecurangan pengusaha

besar.

g) Belum tertanamnya secara meluas sikap kepedulian, kemitraan dan solidaritas
sosial dari pengusaha besar terhadap para pelaku IKM.

h) Belum satunya visi dan sikap serta keterpaduan penanganan pembinaan IKM
dari pihak pemerintah.

2) Tantangan

Dalam cara pandang dan sikap positif, keseluruhan kekuatat,yang belum
terdayagunakan secara optimal, kelemahan yang harus diatasi, pelvang (khususnya
yang belum tercapai), ancaman dan hambatan yang dihddapi, pada hakekatnya
keseluruhannya merupakan tantangan bagi IKM daf dparat pembina untuk diatasi
bersama dengan dukungan seluruh institusi terkait.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004
yang disusun Departemen Perindustrian ditetapkan beberapa Kebijakan
Pengembangan IKM sebagai berikut :

a) Menggariskan prioritas.sektoral pengembangan IKM melalui pemilihan jenis-jenis
industri yang dijadikan fokus pengembangan, untuk dijadikan acuan prioritas bagi
aparat pembina secara terpadw/lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah, di
mana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan disesuaikan
dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang
bersangkutan, dengan mengutamakan pengembangan ke daerah luar Pulag Jawa,

khususnya daerah terpencil, wilayah perbatasan dan KTI.
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b) Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku IKM mempunyai wawasan
dan jiwa wirausaha yang ulet, patriotik (cinta produk dalam negeri), dan
profesional, mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan
peluang usaha, mampu mendayagunakan sumberdaya produktif dan mengakses
pasar (lokal, dalam negeri maupun ekspor), mempunyai kemampuan manajemen
usaha, keahlian dan ketrampilan teknis/teknologis, mampu membangun daya saing
(berwawasan efisiensi, produktivitas dan mutu, proaktif-kreatif- inovatif),
pemberdayaan terhadap institus yang berkaitan dengan pengembatigan kapasitas
manajemen.

¢) Mengembangkan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan
keleluasaan lebih besar kepada para pebisnis KM untuk tumbuh berkenibang
maju.

d) Meningkatkan pemberian layanan/ prifna” (fasilitasi) kepada pelaku IKM,
baik layanan administfatif (perijinan/pencatatan/legalisasi/ketetapan
fasilitas/rekomendasi, informasi Kebijakan, dsb), maupun layanan bisnis berupa
informasi bisnis yang-diperlukan (pasar, peluang usaha, teknologi, permodalan,
mitra-usaha, dsb,)'maupun sistim dan sarana penunjang yang dapat mendinamisasi
dan memajukan-daya saingnya (utamanya dengan mensosialisasikan penggunaan
teknologi informasi yang mutakhir).

e) Selalu mengembangkan program yang inovatif, realistik dan membumi menyentuh
kepentingan pelaku pasar di sektor riil, mampu menjawab masalah aktual yang

dihadapi sesuai kondisi nyata obyek binaan di lapangan
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Dengan berlandaskan kepada semangat untuk menumbuhkan ekonomi yang
berciri kerakyatan, serta demi untuk menghemat sumberdaya pembangunan yang
terbatas, pengembangan IKM ditempuh dengan memilih sektor-sektor atau kelompok
industri pilihan yang diprioritaskan sebagai penghela pertumbuhan IKM, atau
diistilahkan sebagai fokus pengembangan, yaitu : Kelompok IKM Penggerak Ekonomi
Daerah, Kelompok IKM Pendukung, Kelompok IKM Berorientasi Ekspor dan
Kelompok IKM Inisiatif Baru (knowledge-based). Jenis-jenis industri yang tercakup
dalam setiap kelompok industri tersebut dapat berkembang maupun dapat-disesuaikan
menurut kebutuhan pembangunan, tingkat perkembangan industi dan teknologi, serta
dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.< Adapun kriteriz yang
digunakan sebagai dasar untuk memilih sektor-sektor/priotitas atau dijadikan fokus
pengembangan adalah :

(D) Ketersediaan bahan baku di dalam negeri,

(2) Tingkat dan jenis ketrampilan ydng-diperlukan sudah ada di dalam negeri.

(3) Tersedia dan terbukanya pasar,

(4) Komoditas/produk miempunyai prospek dipasarkan meskipun pada waktu ini
produksinya belum berkembang.

(5) Membutuhkan banyak tenaga kerja.

(6) Menunjang daerah terbelakang yang akan dikembangkan, khususnya daerah
terpencil, daerah perbatasan dan KTI.

(7) Terkait dengan upaya pelestarian seni budaya daerah.
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Kondisi IKM hingga kini masih sarat dengan berbagai permasalahan baik

internal maupun eksternal. Masalah internal antara lain soal permodalan, teknologi,

manajemen, keterampilan SDM termasuk lemah mengakses pasar, Sedangkan masalah

eksternal antara lain lemah posisi tawar (bargaining position), dan lemah bersaing

(competitiveness) dengan produk perusahaan besar maupun produk impor (Dhorifi

Zumar, 2007). Oleh karena itu, untuk tidak mengulangi kisah kegagalan (failure story),

maka menurut Dhorifi Zumar (2007) program pengembangan IKM dengan konsep

OVOP ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

(1) Perlu adanya komitmen yang kuat dan kerjasama yang sinergis, dari semua pihak,
baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swastz maupun masyarakat
setempat, untuk menyukseskan program OVOP /Jasigan sampai program ini hanya
semangat di awal tapi luntur belakangan.

(2) Karena titik lemah IKM rata-rata pada faktor promosi dan pemasaran, maka dua
hal ini harus menjadi perhatiarl_yang ekstra bagi semua pihak. Berikan fasilitas
pada mereka untuk mengikuti berbagai event promosi dan pemasaran, seperti
pameran, temu bisnis, dan lain-lain.

(3) Program pendampingan langsung harus terus diintensifkan. Para konsultan
diagnosis maupun konsultan spesialis/profesional harus gesit dan mau jemput bola
untuk mencarikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha
IKM di daerahnya. Kiprah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) pun perlu

digalakkan.
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(4) Menyangkut urusan permodalan bagi IKM, aparat pemerintah pusat maupun
daerah harus menjadi mediator dengan pihak-pihak perbankan maupun lembaga
pembiayaan lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berjumlah Rp 14,5 triliun
bagi UMKM dan Koperasi yang telah diluncurkan pemerintah saat ini harus
mampu dimanfaatkan sebesar mungkin bagi kalangan IKM agar tidak salah
sasaran.

(5) Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan SDM, kemampuan manajemen,
kreativitas desain dan penguasaan teknologi tepat guna. Pelaku, IKM harus

didorong terus untuk memiliki dan menguasai hal-hal di atas.
B. Kerangka Berfikir
Kerangka Berpikir mengenai Prospek Penerapan One Village One Product

(OVOP) Dalam Pengembangan Industri Kegil"Dan Menengah Di Kabupaten Sintang,

sebagai berikut :

35

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

KONSEP OPOV
e PRODUK UNGGULAN
e LOCUS/LOKASI/

SENTRA

o KETERSEDIAAN ANALISIS PROSPEK PENETAPAN OVOP
PRODUK e  TINGKAT KELAYAKAN

s UNIK, KHAS, DAYA o  FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT
SAING e  MODEL KEBUAKAN

INDUSTRI KECIL &
MENENGAH
e POTENSI
PELUANG PASAR

o PEMODALAN

Gambara : 1 Kerangka-Pikir Penelitan

Berdasarkan kerangkd pikir penelitian seperti telihat pada gambar di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk dapat’mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis lokal
dan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal, terdapat suatu konsep yang disebut
dengan One village One Product (OVOP). Konsep OVOP ini merupakan suatu
pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan
satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfatkan sumber daya

lokal.
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2. Disaat yang sama, di Kabupaten Sintang telah tumbuh dan berkembang usaha
industri kecil dan memengah yang memiliki potensi, peluang pasar dan
permodalan yang selama ini berkembang secara sporadis dan kurang optimal.

3. Guna mengembangan usaha IKM schingga dapat menjadi penopang
pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
maka diperlukan untuk melihat prospek penerapan OVOP dalam pengembangan
IKM di Kabupaten Sintang. Dalam upaya tersebut terdapat menjadi menarik untuk
melihat prospek penerapan OVOP terhadap pengembangan IKM dengan analisisi
pada 3 (tiga) aspek. yaitu tingkat kelayakan, faktor yang, berpeluang untuk
mendukung dan menghambat jika hal tersebut diterapkan dan model kebijakan
yang paling efektif dalam penerapannya. Analisi€ prospek yang diarahkan pada 3
aspek tersebut pada gilirannya diarahkan-untuk mencapai tujuan pokok yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Definisi Konsep & Operasional
Adapun definisi konsep”/dan definsisi operasional dalam penelitian ini dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Konsep One#illage One Product (OVOP) adalah pendekatan pengembangan
potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global
yang unik khas dacrah dengan memanfatkan sumber daya lokal. Sedangkan

definisi operasional OVOP adalah suatu wilayah tertentu, baik skala
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administratif berupa kabupaten, kecamatan ataupun desa memiliki satu
komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi wilayah yang ada.

2. Faktor jenis produk adalah berbagai atau keanekaragaman produk IKM yang
berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Sintang. Sedangkan
definisi operasional jenis produk adalah jenis produk IKM di suatu wilayah
seperti tenuh ikat, pandai besi, keripik pisang, dsb.

3. Faktor Segmentasi pasar adalah ketersediaan dan klasifikasi pasar yang
dibutuhkan untuk menjual produk unggulan pada industri kecilidan menengah
di Kabupaten: Sintang. Scdangkan definisi operasional Segmientasi pasar yairu
jumlah dan lokasi pasar untuk menampung dan memasarkan hasil IKM.

4. Faktor modal adalah kekayaan finansial yangdimiliki individu atau kelompok
masyarakat terutama dalam penggunaan-awal untuk melaksanakan usaha IKM
di Kabupaten Sintang. Sedangkan™definisi operasional modal adalah
kepemilikan jumlah finansial untuk mendukung pengembangan IKM.

5. Faktor teknologi adalah sistem pengetahuan yang dimiliki atau diadopsi serta
pengembangan/aplikasi dari alat, mesin atau material guna mengembangkan
IKM di Kabupaten Sintang. Sedangkan definisi operasional yaitu jumlah dan
jenis teknologi yang dipergunakan dalam pengembangan IKM di Kabupaten
Sintang.

6. Faktor kelembagaan sosial adalah organisasi yang dibentuk dan dimiliki oleh

sekelompok masyarakatn dalam pengembangan usaha IKM di Kabupten
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Sintang, Sedangkan definisi operasional kelembagaan sosial adalah keberadaan
dan jumlah organisasi sosial dalam kegiatan IKM.

7. Model kebijakan adalah format dan mekanisme kebijakan yang dikembangkan
dalam penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang.
Sedangkan definisi operasional model kebijakan yaitu pilihan terhadap model
non intervensi, model intervensi dan kemitraan dalam penerapan OVOP untuk

pengembangan IKM di Kabupaten Sintang
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BAB II

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan desain penelitian
deskriptif. Yang dimaksud dengan desain penelitian deskiptif yaitu suatu penelitian
yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan data yang ada dengan
menggambarkan secara sistematik, faktual dan akurat serta hubungannya antar fakta
dan data apa adanya. Sebagaimana dikemukakan Nawawi, (1987 :/63) bahwa metode
deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah’, Jyang diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian seseorang, lembaga
dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkanfakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Azwar (1998 : 7) menyatakan bahwa
penelitian deskriptif bertujuan menggatnbarkan secara sistematik dan akurat fakta dan
karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha
menggambarkan situasi, atay kejadian yang nyata. Berdasarkan pendapat ahli tersebut,
maka penulis betpendapat bahwa penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang
akan melukiskan kéaclaan obyek atau peristiwa sesuai dengan fakta dan data yang
ada di lapangan.

Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan tidak hanya terbatas

kepada pengumpulan data semata-mata, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi
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dari data, informasi dan fakta. Analisis dan interpretasi ini merupakan penuturan
(uraian) melalui pengklasifikasian, perbandingan-perbandingan dan sebagainya dalam
upaya menarik kesimpulan-kesimpulan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
sesuai dengan pendapat Huberman dan Miles (1992 : 47) menyatakan bahwa
pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan datam
menganalisis  fenomena/fakta dengan cara membandingkan, mereplikasi,
mengkategorikan, mengklasifikasi, menyajikan dan melaksanakan verifikasi data, yang
secara keseluruhan bertujuan untuk menemukan keseragaman pola.dan sifat umum
sesuatu yang diteliti. Senada dengan pendapat Furhan (1982 21) menyatakan metode
pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yafng/menghasilkan data deskriptif,
ungkapan atau tulisan dan perilaku yang dapat-diamati dari orang-orang (subyek) itu
sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkar setting dan individu-individu dalam
setting itu secara keseluruhan, subyek. penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun
individu.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bodgan dan Tylor (dalam Moleong,
2000: 3) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Selaras juga dengan pendapat Strauss dan Corbin (2003 : 4) yang
mengatakan penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
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Jadi penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dalam pemecahan
masalah tidak menggunakan statistik.

Dengan pendekatan kualitatif tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk
mengumpulkan informasi yang reliable langsung pada obyek di lokasi penelitian guna
mendapatkan data dan fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti serta

menganalisis secara sistematik untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari“obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyéng, 2005 : 72). Sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,
2005 : 73.

Dengan pengertian diatas, niaka\Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang
terlibat baik secara langsung maupur tidak langsung dalam upaya formulasi kebijakan
penerapan OVOP pada-pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di
Kabupaten Sintang, Pihak-pihak dimaksud yaitu dari DPRD khususnya komisi yang
membidangi pengembangan industri, dari pemerintah daerah, yaitu Bupati dan Wakil
Bupati Sintang, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Para
Camat Dan Kepala Desa serta dari Pihak Masyarakat yaitu tokoh masyarakat dan
pelaku industri kecil dan menengah Adapun tehnik sampling yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah purposif sampling dan snowball sampling.
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Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No Lembaga Jumlah Sampel
1. DPRD 3 orang
2. Pemerintah daerah
Bupati 1 orang
Wakil Bupati 1 orang
Kepala Bappeda 1 orang
Kadis Perindag 1 orang
Camat 14 orang
Kepala Desa 10 orang
Universitas Kapuas 1 orang
4. Tokoh Masyarakat 5 orang
Pelaku IKM 10’orang
Jumlah 46 orang

Adapun dasar penetapan’ sampel tersebut yaitu selain pihak-pihak tersebut

mengetahui topik peneltiian karena terlibat secara langsung dalam pengembangan

industri kecil danwmenengah, juga merupakan aktor kebijakan baik dalam sistem

formal maupun sistem informal yang mempengaruhi kemungkinan formulasi

kebijakan penerapan OVOP dalam pengembangan Industri Kecil Dan Menengah di

Kabupaten Sintang.
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C. Instrumen Penelitian

Data yang ingin dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang berhubungan dengan upaya penerapan OVOP dalam pengembangan
IKM di Kabupaten Sintang. Data primer diproleh melalui pedoman wawancara yang
terstruktur, diskusi kelompok yang terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) dan
observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan terhadap dokumen-

dokume resmi yang berhubungan dengan fokus peneltiian.

D. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pegumpulan data dalam penelitian ini, dapat” dijelaskan sebagai
berikut :

a. Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data sukunder, yaitu mencari dan
mengumpukan berbagai dokumen ‘resmi yang berhubungan dengan fokus
penelitian, Setelah diperoleli’ dokumen resmi, maka peneliti mengkaji dan
menelaahnya yang disesudikan dengan kepentingan penelitian melalui tehnik
dokumentasi yang-berlaku.

b. Tahap selanjutnya, dengan bekal data sekunder yang telah diperoleh, peneliti
mengumpulkan data primer dengan cara mengamati (observasi) kondisi di
lapangan, dalam hal ini peneliti mengunjungi kecamatan dan desa untuk
melihat secara langsung potensi wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten

Sintang. Pengamatan ini diperlukan dalam upaya menggali informasi tentang
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prospek penerapan OVIP dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di
Kabupaten Sintang.

c. Tahap berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu Para
Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Industri Kecil Dan
Menengah di Kabupaten Sintang untuk menggali informasi tentang faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan konsep OVOP dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Wawancara yang dilakukan
peneliti melalui pedoman wawancara yang terstruktur dan bersifat terbuka.
Sebagai tambahan data yang diperlukan, peneliti akan ‘melakukan FGD ke
beberapa informan kunci yaitu Kepala Bappeda dan keépala Dinas Perindustrian
dan Perdanagan serta sebagian pelaku indastfi, keécil dan menegah untuk
menggali informasi tambahan tentang- faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat pelaksanaan konsep \OUVOP dalam pengembangan IKM di
Kabupaten Sintang,

d. Dalam rangka mengali informasi tentang model kebijakan penerapan OVOP
dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, peneliti akan melakukan
wawancara smendalam dengan pihak policy maker seperti DPRD, Bupati dan
Wakil Bupati serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sintang.

€. Guna mendapatkan informasi yang relevan, mendalam dan komprehensif,
peneliti kemudian melakukan cross cek (penilaian silang) terhadap data yang

diperoleh baik data primer dan data sekunder dari hasil analisis dokumen
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resmi, observasi, wawancara maupun Focus Discussion Group (FDG) yang
telah dilakukan.

E. Metode Analisis Data

Dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif, maka pengolahan data dengan
menggunakan analisis data yang lazim untuk penelitian kualitatif. Analisa data tersebut
dijelaskan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data, yaitu proses mengidentifikasi data dengan mengurangi data yang
tidak diperlukan dengan kaitan fokus penelitian.

b. Classifing Data, yaitu proses pengorganisasian atau pengelompokan data yang
sama dengan format grafik, tabel-tabel dan sejenisnya.

c. Interpretasi data, yaitu proses pembuatan keputuSan dan penyusunan kesimpulan
dengan penafsiran yang berkaitan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian untuk
menemukan kecenderungan dan memberikan penjelasan pada aspek-aspek
tertentu secara jelas dan tegdS_yang akan menuntun peneliti pada langkah

selanjutnya.

46

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41128.pdf

BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah memaparkan data mengenai Prospek Penerapan One Village One
Product (OVOP) dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten
Sintang dan juga melakukan analisis terhadap data tersebut, maka pada bagian ini
penulis akan memberikan simpulan terhadap Prospek Penerapan OVOP tersebut. Dari
simpulan ini penulis juga akan memaparkan beberapa saran untuk/pihak-pihak yang
berkepentingan guna Penerapan OVOP dalam pengembangan industri kecil dan

menengah di Kabupaten Sintang pada masa yang akan datang.

A. Simpulan.

1. Dengan merujuk pada data dan’analisis data yang diperoleh, dapat dipahami
bahwa pada dasarnya penerapan One Village One Product ( Ovop ) dalam
pengembangan indusfri“kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sintang
memiliki prospek\yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa parameter, yaitu
potensi dukurigan ketersediaan sumber daya, potensi kebutuhan pasar, potensi
penciptaaan lapangan kerja dan potensi terhadap multipler effect. Selain itu,
dilihat dari locus penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten
Sintang saat ini lebih tepat berada di kecamatan. Penetapan locus ini

merupakan tahap awal dan bersifat sementara, karena melihat kodisi obyektif
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yang ada di tingkat desa.. Adapun jenis produk unggulan untuk setiap
kecamatan di Kabupaten Sintang sebagai perwjudan pendekatan OVOP yaitu :
a. Kecamatan Sintang : industri pengolahan makanan.

b. Kecamatan Kelam permai : industri kerajinan

c. Kecamatan Binjai Hulu : industri pengolahan makanan

d. Kecamatan Dedai : industri kerajinan

e. Kecamatan Sungai Tebelian : industri bahan bangunan

f. Kecamatan Sepauk: industri kerajinan

g. Kecamatan Tempunak : industri logam (pandai besi)

h. Kecamatan Xayan Hilir : industri pengolahan kayu

i. Kecamatan Kayah Hulu : industri kerajinan

j. Kecamatan Serawai : Industri logam:

k. Kecamatan Ambalau : industri logain

l. Kecamatan Ketungau Hilir . industri perikanan

m. Kecamatan Ketungaudengah : industri pengolahan kayu

n. Kecamatan Ketungaa Hulu : industri kerajinan

2. Faktor-faktor yang berpotensi untuk mendukung penerapan Orne Village One
Product ( Ovop ) dalam pengembangan industri kecil dan menengah di
Kabupaten Sintang adalah :

a. Adanya komitmen dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sintang untuk mengembangkan IKM melalui pendekatan OVOP,
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b. Faktor potensi sumberdaya alam cukup besar di setiap desa dan kecamatan.
c. Faktor SDM masyarakat yang mempunyai keterampilan, etos kerja dan
semangat kerjasama dalam melaksanakan aktivitas IKM,
d. Faktor tersedianya peluang pasar cukup baik (dalam negeri maupun luar
negeri ) terhadap produk IKM di Kabupaten Sintang,
e. Faktor tersedianya kelompok usaha masyarakat di‘ setiap desa dan kecamatan
dalam bentuk koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) .

3. Sedangkan faktor-faktor yang berpotensi untuk menghambat ‘penerapan One
Village One Product ( Ovop ) dalam pengembanganindustri kecil dan
menengah di Kabupaten Sintang yaitu :

a. Dukungan permodalan yang masih lemah.

b. Dukungan teknologi yang tepat guna-bagi IKM masih sangat rendah.

c. Dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik masih
sangat lemah.

4. Adapun Model kebijakan yang paling tepat (fisibel) untuk Penerapan One
Village One Product { Ovop ) dalam pengembangan industri kecil dan
menengah i\ Kabupaten Sintang adalah model kebijakan yang bersifat
kemitraan. Model kebijakan ini, memberikan ruang yang setara antara hak,
kewajiban dan peran antara pemerintah daerah, pelaku IKM di Kabupaten

Sintang, sehingga aktivitas IKM dapat berjalan lebih optimal.
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B. Saran

Mengacu kepada simpulan yang telah diungkapkan tersebut, maka beberapa saran

yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah disarankan :

a. Agar merancang suatu Peraturan Daerah secara khusus untuk dibahas
secara bersama dengan pihak DPRD Kabupaten Sintang, dengan materi
meliputi : penetapan produk unggulan setiap sentra IKM di masing-masing
kecamatan, pembinaan terhadap pelaku IKM, optimalisasi peran motivator
dan fasilitator Pemda dalam pengembangan IKM, optimalisasi akses modal
dan alih teknologi terhadap pelaku IKM dan”dukuhgan anggaran APBD
dalam pengembangan IKM.

b. Memberikan dukungan permodalag _kepada pelaku IKM melalui bantuan
modal dengan bunga yang séndsh dan juga merintis kerjasama dengan
pihak perbankan regional.-dan nasional, sehingga akvitas usaha IKM dapat
lebih berkembang Secara optimal.

¢. Agar membantusecara nyata teknologi tepat guna, bagi IKM di Kabupaten
Sintang .

d. Membantu melakukan promosi dan pemasaran hasil produk IKM melalui
penyedian fasilitas pada mereka untuk mengikuti berbagai event promosi
dan pemasaran, seperti pameran, temu bisnis dan lain-lain sehingga produk

yang dihasilkan dapat menembus skala pemasarn yang lebih luas.
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e. Merevitalisasi dan mengotimalisasi peran Petugas Penyuluh Lapangan
(PPL) di bidang industri kecil dan menengah sehingga pengetahuan dan
keterampilan pelaku IKM menjadi semakin meningkat.

f Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik di
wilayah kecamatan yang menjadi sentra penerapan OVOP dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Dukungan infrastruktur
tersebut akan menjadi daya ungkit trhadap produksi dan pemasaran produk

IKM yang telah dihasilkan.

2. Kepada DPRD Kabupaten Sintang.

a. Menggunakan hak inisiatif dewan untuk meldhirkan Peraturan Daerah yang
mengatur secara khusus tentang peénerapan One Village One Product
(OVOP) dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten
Sintang.

b. Melalui fungsi anggaran yang dimiliki, diharapkan DPRD lebih mengarah
pada anggaran yang pro IKM di Kabupaten Sintang.

c. Melalui fungsi pegawasan yang terdapat dalam institusi DPRD, diharapkan
dapat melakukan pengawasan yang konstruktif terhadap program

pengembangan IKM yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.
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3. Kepada Pelaku IKM disarankan :

a. Melakukan pembenahan diri berupa peningkatan etos kerja, menerapkan
manajemen bisnis yang professional serta mengoptimalkan jiwa
kewirausahaan dalam pengembangan IKM yang dijalankan.

b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun
kelompok perbankan serta pelaku usaha lainnya, sehingga terjalin jaringan
bisnis industri yang kuat dan sehat.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri ‘'sésuai dengan
tuntutan pasar, baik domestik maupun ekspor, sehingga” produk yang

dihasilkan mampu bersaing secara global.
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PEDOMAN OBSERVASI
No Fokus Observasi Keterangan Keterangan
Ada/baik Tidak ada/tidak baik
I | PROSPEK
1. | Ketersediaan produk unggulan
2. | Daya dukung potensi sumber daya alam
3. | Tingkat dan jenis ketrampilan yang diperlukan
4 | Ketersediaan dan keterbukaan pasar
5. | Komoditas/produk mempunyai prospek dipasarkan
meskipun produksinya belum berkembang.
6. | Ketersediaaan tenaga-kerja
7. | Kegiatan industri Terkait dengan upaya pelestarian
seni-budaya daerah.
8 | Ketersediaan bahan baku
II | FAKTOR PENDUKUNG/PENGAMBAT
1. | Sistem kebijakan
2. | Modal
3. | Teknologi
4. | Kelembagaan Sosial
II | MODEL KEBIJAKAN PENERAPAN OVOP
1. | Analisi model kebijakan
2. | Jenis model kebijakan
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PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama

Umur

Jenis Kelamin :
Alamat

PERTANYAAN:

I. PROSPEK PENERAPAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (@GVOP)
DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN SINTANG

1. Menurut saudara/i apakah terdapat produk ungguian”dan/atau produk
kompetensi inti di kecamatan/desa untuk diterapkan mialui pendekatan One
Village One Product (Ovop) dalam pengembangan IKM?

2. Menurut saudara/i apakah terdapat prodak ‘yang unik khas budaya dan
keaslian lokal di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan One
Village One Product (Ovop) dalam péngembangan IKM?

3. Menurut saudara/i apakah terdapat produk berpotensi pasar domestik dan
ekspor di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan Onre Village
One Product (Ovop) dalam pengembangan IKM?

4, Menurut saudara/i apakah terdapat produk Bermutu dan berpenampilan baik;
di kecamatan/desa untuk/diterapkan melalui pendekatan One Village One
Product (Ovop) dalanypengembangan IKM?

5. Menurut saudara/i apakah terdapat produk yang diproduksi secara kontinyu
dan konsisten. di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan One
Village OnePreduct (Ovop) dalam pengembangan IKM?

6. Menurut,_saudara/i apakah pada locus mana (kabupaten, kecamatan, desa)
penerapan~pendekatan One Village One Product (Ovop) dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

7. Menurut saudara/i apakah prospek penerapan pendekatan One Village One
Product (Ovop) dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang cukup
baik dilihat dari potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, produksi suatu
produk lokal dan pemasaran?
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II. FAKTOR-FAKTOR APA YANG SAJA MENDUKUNG DAN
MENGHAMBAT PENERAPAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)
DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN SINTANG

1. Menurut saudara/i apakah sistem kebijakan yang ada di daerah mendukung
penerapan pendekatan One Village One Product  (Ovop) dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

2. Menurut saudara/i apakah faktor jenis produk ada di daerah mendukung atau -
menghambat penerapan pendekatan One Village One Product (Ovop) dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

3. Menurut saudara/i apakah faktor segmentasi pasar di daerah mendukung atau
menghambat penerapan pendekatan One Village One Product (Ovop) dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

4, Menurut saudara/i apakah faktor modal mendukung atau “menghambat
penerapan pendekatan One Village One Product . (Ovop) dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

5. Menurui saudara/i apakah faktor teknologi mendulmng atau menghambat
penerapan pendekatan One Village One Product (Ovop) dalam
pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

6. Menurut saudara/i apakah faktor kelembdgdan’ sosial mendukung atau
menghambat  penerapan pendekatan One Village One Product (Ovop)
dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

IIl. MODEL KEBIJAKAN YANG TEPAT UNTUK PENERAPAN ONE
VILLAGE ONE PRODUCT _“.(OVOP) DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SINTANG

1. Menurut saudara/i apakah model kebijakan yang bersifat non intervensi yang
tepat untuk Penerapan One Village One Product  (Ovop) dalam
pengembangan inidustri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang

2. Menurut saudara/i apakah model kebijakan yang bersifat kemitraan yang
tepat untuk Penerapan One Village One Product  (Ovop) dalam
pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang

3. Menurut saudara/i apakah model kebijakan yang bersifat intervensi yang
tepat untuk Penerapan One Village One Product  (Ovop) dalam
pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang
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